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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era ini, pentingnya kesadaran untuk menerapkan prinsip syariah 

sangat terasa geliatnya di Indonesia. Dengan ini mendorong timbulnya 

industri-industri syariah, mulai dari perbankan syariah sampai dengan wisata 

syariah.
1
 

Ekonomi islam telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa 

dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya institusi 

keuangan yang baru yang unggul dalam keuangan atau sosial. Beberapa 

intitusi keuangan islam itu antara lain perbankan syariah, pasar modal syariah, 

asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan 

badan wakaf. Perkembangan ekonomi islam secara masif juga terjadi di sektor 

pendidikan yang mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga 

pendidikan tinggi baik yang bernaung di bawah Kementrian Agama maupun 

di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2
 

Pengembangan perbankan yang di dasarkan kepada konsep dan prinsip 

ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam system perbankan 

internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan 

para ilmuwan Muslim maupun non Muslim, namun pendirian institusi bank 

Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Dalam kaitan ini, 
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terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan 

Islam-yang selanjutnya disini disebut bank syariah-adalah munculnya 

keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang 

dimiliki bank syariah. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 2/8/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah ”bank umum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk 

unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah.
3
 

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai 

mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan 

mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada 

investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang 

sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, 

yaitu interest-fee current and saving accounts dan investment account yang 

berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) antara pihak bank 

dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya 

adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau 

standar syariah.
4
 

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan 

pemerintah yang berkuasa telah menghasilkan keputusan dan langkah-langkah 

produktif yang mengakomodasikan kepentingan bersama. Salah satu 
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kepentingan masyarakat adalah dapat melaksanakannya kegiatan ekonomi 

yang tidak didasarkan pada bunga. Masyarakat berkepentingan akan 

munculnya lembaga yang dapat melayani transaksi kegiatan yang tidak 

berbasis bunga. Kehadiran perbankan syariah telah didukung oleh legislasi 

dan regulasi yang telah dikeluarkan sampai tahun 1999, yaitu Undang-Undang 

Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan 

pelaksanaannya. 
5
 

Walaupun bank syariah masih baru, namun bank syariah memiliki 

peran penting dalam ekonomi. Bank syariah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan perkembangannya 

mampu meningkatkan kontribusi untuk memperkuat stabilitas perekonomian 

nasional. Perkembangan bank syariah di Indonesia bisa dilihat dalam 

perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah. 
6
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Tabel 1. Perkembangan Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat kecenderungan kenaikan 

NPF setiap tahunnya, dengan semakin meningkatnya NPF tersebut maka 

artinya akan banyak kasus yang akan berakhir untuk diselesaikan baik secara 

litigasi maupun non litigasi. Pada tahun 2016 jumlah total pembiayaan yang 

disalurkan lembaga keuangan syariah dalam hal ini UUS dan BUS adalah 

234.643 dalam miliar rupiah, dan jumlah pembiayaan yang bermasalah adalah 

8.752 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan per 

Juli 2019 jumlah pembiayaan yang disalurkan 321.946 miliar dan jumlah 

pembiayaan yang bermasalah adalah 9.971 miliar. Dari angka tersebut dapat 

dilihat bahwa telah terdapat peningkatan jumlah pembiayaan pun dengan 

jumlah pembiayaan yang bermasalah. Sehingga potensi terdapat kenaikan 
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sengketa ekonomi syariah bukanlah isapan jempol belaka, sehingga kepastian 

hukum terkait lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini 

harus segera diputuskan.  

Namun dalam pengembangannya, perbankan syariah manghadapi 

sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan langkah yang strategis. 

Semakin maju dan berkembangnya sebuah industri di Indonesia maka semakin 

banyak tantangan yang harus dihadapi.  

Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka 

diperlukannya lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal 

penegakan hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan 

salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang 

melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi 

orang beragama islam atau yang menundukkan diri pada hukum islam secara 

suka rela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses 

mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai 53 

UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama. 
7
 

Mengenai yurisdiksi absolut peradilan agama bahwa sengketa ekonomi 

syariah dalam kewenangan peradilan agama diperjelas dengan UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada bab IX pasal 55 

tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan : 
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1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. 

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa 

dilakukan sesuai dengan isi akad. 

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip syariah. 
8
 

Dengan keluarnya pasal tersebut maka dengan sendirinya dinyatakan 

bahwa Pengadilan Negeri menjadi memiliki kewenangan yang sama dengan 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini 

menimbulkan kebingungan dikalangan praktisi di lapangan dan juga 

menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena untuk satu sengketa yang 

sama akan tetapi terdapat dua lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan 

untuk mengadili.  

Meski demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani 

sengketa perbankan syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 

UUPA. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan 

syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang 

dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah kerap disebut –sebut sebagai penyebabnya karena selain 

melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang 

dapat pula diselesaikan melalui jalur non – litigasi, misalnya dengan mediasi 

                                                           
8
 Nurus Sa’adah, 2017, Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan 
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atau melalui Badan Arbitrase. Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu 

sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa 

memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah 

dihapuskan dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 23 

Agustus 2013.
9
 

Setelah keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan 

bahwa penjelasan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank 

syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan Pasal 55 ayat (2) 

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 dalam memilih penyelesaian sengketa 

non – litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan 

alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa 

sengketa ke tingkat selanjutnya. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 

mempertegas bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum wajib 

menolak untuk menangani perkara perbankan syariah, karena bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
10

.  

Dengan demikian penjelasan dalam pasal 55 ayat (2) Undang – 

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum 

dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian 

hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.  

Meskipun telah keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, namun 

masih ada para pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa 
                                                           
9
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perbankan syariah ke Pengadilan Negeri, di mana sengketa tersebut 

merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sehingga hak konstitusional 

nasabah dalam mendapatkan kepastian hukum menjadi tidak terjamin.  

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin 

mengetahui mengenai bagaimana hak konstitusional para pihak yang 

bersengketa dalam bidang keuangan syariah tersebut dapat terlindungi hak 

konstutisionalnya dan mendapatkan kepastian hukum, yang kemudian hasil 

dari penelitian penulis akan dituliskan ke dalam skripsi yang berjudul : 

MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH DALAM 

MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN 

SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN 

MK NO. 93/PUU-X/2012. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa sebenarnya bahwa 

kepastian hukum merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi bagi 

setiap warga Negara yang diharapkan dengan keluarnya Putusan MK NO. 

93/PUU-X/2012 dapat menegakkan asas kepastian hukum. Namun demikian 

hal tersebut masih kurang signifikan karena masih banyak masyarakat yang 

membawa kasus sengketa Ekonomi Syariah ke Pengadilan Negeri. Dalam hal 

ini penulis ingin mengetahui:  

1. Bagaimana hak konstitusional para pihak yang bersengketa dalam 

sengketa Ekonomi Syariah ?  
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2. Bagaimana para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam 

sengketa ekonomi syariah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun mengenai tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah :  

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui mengetahui bagaimana hak konstitusional para 

pihak yang bersengketa dalam Ekonomi Syariah  

b. Untuk mendapatkan kepastian hukum para pihak dalam sengketa 

Ekonomi Syariah 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar 

Strata satu (Sarjana) pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadyah Surakarta.  

b. Untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan baik sisi teori 

maupun praktik ilmu hukum yang sedang didalami dalam lingkup 

hukum perdata.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang 

memiliki nilai positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini memberikan pemikiran dan pemahaman bagi 

pengembangan khususnya dalam bidang ilmu hukum yaitu hukum perdata. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran jawaban 

atas permasalahan yang hendak diteliti serta memberikan informasi dan 

manfaat bagi masyarakat dalam masalah sengketa Ekonomi Syariah 

khususnya dalam MENAKAR HAK KONSTITUSIONAL NASABAH 

DALAM MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN 

SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA KELUARNYA PUTUSAN 

MK NO. 93/PUU-X/2012. 

 

E. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) dimana pasal 

dan isinya tidak dirubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam undang-undang 

tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orag-orang 

yang beragama islam dalam bidang ekonomi syariah.
11

 

Saat ini, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU 

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto UU No. 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

kewenangan Peradilan Agama ditambah yaitu untuk menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. Kemudian terjadi choice of Law dan choice of Forum dalam 

hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dengan keluarnya UU No. 21 
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 Agung Andri, 2019, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi, dalam http://pa-

purworejo.go.id/web/penyelesaian-sengketa-ekonomisyariah-secara-litigasi/ diakses Selasa 8 

Oktober 2019 22.27.   
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Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan di dalam 

penjelasan Pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum, dan 

Peradilan Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya Yudicial 

Review terhadap Pasal 55 ayat (2), dan akhirnya keluarlah Keputusan 

Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan 

absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan 

Agama.
12

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merpakan suatu metode cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode ini merupakan cara seorang ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan – lingkungan yang dipahaminya
13

. Maka dari itu 

penulis menggunakan metode penelitian yaitu : 

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis 

dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya 

di masyarakat.
14

 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di 

                                                           
12
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Nasional, Jurnal Yurisprudensi, Vol. 7 No. 1, Juni 2017, hal. 72-73. 
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 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: SInar Grafika; hal. 15.  
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masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta 

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju 

pada penyelesaian masalah. 
15

 Dengan metode ini penulis akan melakukan 

analisis permasalahan di masyarakat mengenai hak konstitusional nasabah 

dalam mendapatkan kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah pasca keluarnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih lokasi di Seluruh 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se – Eks Karisidenan Surakarta 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Bahan data primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :  

- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 

1997 Tentang Perbankan  

- UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 

1999 Tentang Bank Indonesia 

- UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama  

- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

- Putusan MK No. 93/ PUU-X/2012 mengenai Kewenangan 

mengadili sengketa ekonomi syariah yang terdapat padan Pasal 55 

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 
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b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer meliputi : buku – buku, undang – 

undang, jurnal hasil penelitian, artikel tentang obyek yang diteliti atau 

pendapat para pakar hukum. 
16

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang 

diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, maupun peraturan 

perundang-undangan.  

b. Studi Lapangan 

Penulis mengumpulkan Seluruh Perundang – undangan yang 

berkaitan dengan Judul Penulis, kemudian dihubungkan dengan kasus 

ekonomi syariah yang berada di Seluruh Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama Se – Eks Karisidenan Surakarta. Selain itu juga 

wawancara terhadap para pihak yang bersengketa dengan memberikan 

beberapa sejumlah pertanyaan.  

5. Metode Analisis Data 

Metode ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data 

yang berupa susunan kata yang kemudian dirangkai oleh penulis ke 

dalam paragraf – paragraf.  
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 Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hal. 32. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini digunakan untuk 

memperjelas isi bahasan dalam penelitian. Oleh karena itu penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut :  

BAB I adalah pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode 

Penelitian, Sistematika Penelitian.  

BAB II berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian 

ekonomi syariah, pengembangan ekonomi syariah, data ekonomi syariah, 

kemudian kepastian hukum nasabah dalam sengketa ekonomi syariah dengan 

mengkaitkan dengan Undang – Undang yang berlaku.  

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.  

BAB IV berisi penutup yang merupakan kesimpulan dan saran.  

 


